GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

MALUKU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

Mengingat

. a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang
terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan
berlanjut perlu disusun dokumen rencana pembangunan
jangka menengah daerah;

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan daerah dan masyarakat
sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

c. bahwa sehubungan dengan adanya pengendalian, evaluasi dan

perkembangan peraturan perundang-undangan maka
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 perlu diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1617)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 50359)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



10.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

12.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312)

13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor
100);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 angka 9
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

Daerah adalah Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Maluku.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Gubernur.

Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Dihapus.



2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 24 Oktober 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (13-191/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan
pembangunan daaerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disusun secara
berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD).

Pemerintah Provinsi Maluku telah mempunyai RPJMD yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun
2019-2024. RPJMD yang memuat Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode
2019-2024 yaitu “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”. Visi
tersebut merupakan gambaran yang ingin dicapai Provinsi Maluku pada periode
pemerintahan 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Disamping itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 mengatur perubahan RPJMD dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; (c). terjadi perubahan
mendasar antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan
kebijakan nasional.

Berdasarkan aturan normatif di atas, maka materi penyusunan perubahan
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 mencakup :

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

2. Penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan target sebagaimana tertuang
dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan
amanat regulasi; dan

3. Penyesuaian terhadap materi muatan kebutuhan daerah dalam hal pendirian dan
penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah.



Pada saat ini terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah yang diantaranya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024,
Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Maluku Tahun
2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya menjadi
pedoman dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan
Perubahan RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal II

Cukup Jelas.
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